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ABSTRAK

Non Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) adalah sebuah mekanisme
perampasan aset yang memungkinkan perampasan dilakukan secara cepat dan
efesien tanpa perlu menunggu adanya hasil putusan hakim dalam proses
persidangan terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan perampasan aset tanpa
pemidanaan. oleh karena sering kali para pejabat publik menyalahgunakan
wewenang atau kebijakan nya, sehingga terlalu banyak pejabat yang terseret baik
tindak pidana korupsi, pencucian uang, penggelapan dan juga penadahan membuat
para akedemisi dan para penegak hukum mengambil sikap untuk segera
memberlakukan mekanisme NCBAF ini di indonesia. penelitian ini bertujuan
menjadi pedoman dasar supaya mekanisme NCBAF terjadi di indonesia untuk
mewujud revolusi hukum demi rakyat, bangsa dan negara. adapun metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dalam menjawab mengenai segala
tantangan yang akan dihadapi. hasil yang disajikan dalam penelitian ini
menunjukan bahwa konsep dari NCBAF menghasilkan perampasan aset yang
efisien, cepat dan sesuai dengan Undang Undang 1945 mengenai hak hak warga
negara yang menegaskan bahwa keinginan rakyat indonesia dalam hal dana dari
sita aset akan disalurkan demi menghidupi serta mencukupi kebutuhan kebutuhan
daripada rakyat atas kekurangan fasilitas negara selama ini. peraturan perundangan
undangan yang saat ini diberlakukan di indonesia membatalkan keinginan negara
dalam hal mensejahterahkan rakyat, sepantasnya melalui mekanisme NCBAF
dalam peraturan UNCAC Tahun 2003 dapat dijadikan sebuah trobosan hukum
dalam memenuhi harapan harapan pendiri bangsa dan ideologi negara
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ABSTRACT

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) is a mechanism for asset
confiscation that allows for a swift and efficient process without requiring a court
ruling beforehand, commonly known as asset forfeiture without criminal conviction.
Given the frequent abuse of authority or policies by public officials—leading to
many being implicated in corruption, money laundering, embezzlement, and
fencing—academics and law enforcement officials have taken the initiative to
implement the NCBAF mechanism in Indonesia. This research aims to serve as a
fundamental guideline for the adoption of the NCBAF mechanism in Indonesia,
promoting a legal revolution for the people, the nation, and the country. The
research employs a normative juridical method using a conceptual approach and a
Statute approach to address the various challenges that may arise. The findings of
this study indicate that the NCBAF concept enables efficient and rapid asset
confiscation while aligning with the 1945 Constitution, which upholds the rights of
Indonesian citizens. It emphasizes that the confiscated assets should be allocated to
meet the needs of the people, addressing the long-standing inadequacies in national
infrastructure. The existing legal framework in Indonesia currently hinders the
state's ability to ensure public welfare. Thus, adopting the NCBAF mechanism, as
outlined in the 2003 UNCAC regulations, can serve as a legal breakthrough in
fulfilling the aspirations of the nation's founders and the country's ideology.

Keywords : NCBAF, Public Officials, Legal Revolution
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